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JAKARTA:  Peme  rin-
tah siap mengubah ke -

te    tapan kuota impor da -
ging 2011 setelah me  ne -

rima masukan dari 
importir.

Dalam Cetak Biru Program 
Swa  sembada Daging Sapi (PSDS) 
2014—yang kajiannya melibat-
kan berbagai pihak—Kemen  te -
rian Pertanian menetapkan impor 
da    ging selama tahun ini menca-
pai 67.000 ton. Hal itu tertuang 
dalam Peraturan Menteri Per  ta ni-
an No. 19/Permentan/OT.140/ 
2/  2010 tentang Pedoman Umum 
Prog    ram Swasembada Daging 
Sa    pi 2014.

Bahkan, Dirjen Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Ke  men  terian 
Pertanian Prabowo Res  pa  ti  yo Ca -
turroso telah mengeluarkan surat 
edar  an No.30018/SE/HK.340/ 
F/12/2010 tentang Pe  ma  sukan 
Sa    pi Impor 2011.

Pada surat edaran yang diteri-
ma tersebut diketahui Dit  jen Pe -
ter  nakan dan Kesehatan He    wan 
te  lah menetapkan renca  na aloka-
si ternak sapi yang diimpor pada 
2011 mencapai 500.000 ekor per 
ta  hun, sedangkan untuk alokasi 
daging beku yang diperbolehkan 
untuk diimpor hanya 50.000 ton 
per tahun.

Namun, pemerintah berubah 
sikap. Rencana ini mengemuka 
se  telah pemerintah mendapatkan 
masukan dari para pelaku usaha 
me  ngenai kebutuhan daging da -
lam negeri, dan juga kemampuan 
lo  kal untuk memasoknya.

Direktur Eksekutif Asosiasi 
Peng  usaha Importir Daging In  do-
 ne  sia (Aspidi) Thomas Sem  bi  ring 
mengakui hal itu. ìDari hasil per-
 te  muan dengan para pengusaha, 
pemerintah mengemu kakan ren-
cana perhitungan ulang besar  an 
alo  kasi daging impor 2011. Na   -
mun belum ada keputusan.,” ka -
ta  nya kepada Bisnis di Jakarta 
ke    marin.

Di mata pengusaha, kuota 2011 
tidak mencukupi kebutuhan im -
portir. Jika volume impor daging 
50.000 ton, membuat industri 
peng    olahan kekurangan bahan 
ba  ku. “Industri pengolahan tidak 
mungkin beroperasi per 3 bulan 
atau per 4 bulan hanya karena 
ke     kurangan bahan baku.” ujar -
nya.

Thomas menyatakan angka 
yang diusulkan pelaku usaha 
untuk kuota impor daging 2011 
adalah 100.000 ton.  “Akan te -
tapi pemerintah baru mau 
meng    hitung angka 90.000 ton. 
Dan posisinya saat ini belum 
ada keputusan, apakah impor 
ta  hun ini akan menjadi 90.000 
ton atau tetap 50.000 ton,” ujar-
 nya. 

Dia mengatakan angka 
90.000 ton ini berdasarkan fak -
ta di lapangan. Selama 3 tahun, 

se    jak 2008, angka realisasi im -
por daging selalu meningkat. 
Pa    da 2008, realisasi impor da -
ging sebesar 90.000 ton, pada 
2009 sebesar 110.000 ton, dan 
2010 menjadi 119.000 ton. “Saya 
mem  perkirakan 2011 mencapai 
130.000 ton.” 

Menurut dia, peningkatan 
ang  ka impor ini karena kebu-
tuh   an daging dalam negeri me -
lon jak. Konsumsi terbesar di 
ti  ga provinsi yakni DKI Jakarta, 
Jawa Barat, dan Banten. Selama 
ini, pasokan daging untuk tiga  
wilayah itu didapatkan dari 
Ja  wa Tengah, Jawa Timur, Yog -
ya  karta. 

Dia menyatakan kenaikan itu 
karena pertambahan jumlah 
penduduk, dan kebutuhan da -
ging dengan kualitas tertentu 
oleh industri makanan dan res -
to  ran karena warganegara asing 
yang berdomisili di tiga pro -
vinsi itu besar. 

“Mengapa daging impor me -
lonjak? Ya jelas karena perhi -
tung an riil kemampuan lokal 

un    tuk memenuhi kebutuhan 
da      ging nasional tidak pernah 
ter        ungkap secara riil. Jadi kalau 
ada kekurangan atau peminta-
an kuota daging yang besar, 
im      portir yang selalu dituding-
tu    ding,” keluhnya.

Impor turun
Namun, Direktorat Jenderal Pe -

ter    nakan dan Kesehatan Hewan 
Ke  menterian Pertanian meng-
klaim program swasembada da -
ging sapi yang dicanangkan pe -
merintah sebenarnya telah me -
nunjukkan keberhasilan berupa 
penurunan impor sapi bakalan.

Pada periode 1990-2009, impor 
sapi bakalan hanya 39,8%  dari 
jumlah kebutuhan konsumsi, se -
dangkan pada 2009-2010 hanya 
30,7%. 

“Ini menunjukkan adanya pe -
nurunan,” kata Direktur Per bi  bit-
 an Ternak Abu Bakar saat mem-
ba cakan makalah Dirjen Pe ter -
nakan dan Kesehatan He  wan 
Pra    bowo Respatiyo Caturroso 
pa  da dialog interaktif Pem  ber da -

yaan Ekonomi Masyarakat dan 
Per      cepatan Pencapaian Swa  sem -
bada Daging Nasional. 

Menurut dia, importasi terse-
but selanjutnya akan terus ditu-
run   kan sesuai targer-target yang 
te  lah ditetapkan dalam blue print  
yakni 90%  produksi lokal atau 
420.300 ekor dan impor sapi ba -
kalan setara daging 15.400 ton 
ser  ta daging/jeroan 31.200 ton 
atau 10%  pada 2014. “Blue print 
te  lah direvisi tetapi target-target 
te  tap berlaku,” katanya. 

Sebaliknya, Wakil Menteri Per  -
tanian Bayu Krisnamurthi men-
gakui pasokan daging dari da  lam 
negeri belum mampu me  menuhi 
konsumsi nasional. Oleh karena 
itu, pemerintah masih membu -
tuh  kan impor untuk mencukupi 
ke  butuhan dalam negeri. 

“Namun, impor itu un  tuk me -
nutupi kebutuhan yang belum 
ter  penuhi dari lokal. Impor itu 
bukan yang utama,” te  gasnya.

Bayu menyatakan terkait de -
ngan hal itu, maka pemerintah 
akan mengevaluasi setiap 3 bulan 

pada volume impor daging, ter -
ma  suk juga kebutuhan di dalam 
ne geri. Bahkan, sangat dimung-
kinkan angka impor yang ditetap-
kan dalam Cetak Biru Program 
Swa    sembada Daging 2014 akan 
ber  ubah. 

Dia menjelaskan konsumsi da -
ging dalam negeri saat ini 480.000 
ton per tahun, untuk me    menuhi 
ke  butuhan tersebut, pe  merintah 
membutuhkan ku  rang lebih 3 
juta ekor sapi potong. Untuk 
meng  hasilkan 3 juta ekor sapi 
po  tong, populasi sapi nasional 
mes  ti 21 juta ekor. “Padahal saat 
ini populasi sapi di dalam ne    geri 
baru 13 juta ekor. Kami ma  sih 
ha  rus mengejar kekurang an 8 
ju  ta ekor  lagi,” ujar    nya.

Ketua Umum Perhimpunan Pe -
ternak Sapi dan Kerbau Indonesia 
Teguh Boediyana menyatakan 
ji  ka pemerintah pada akhirnya 
me      nambah kuota impor pada 
2011, disarankan untuk tidak di -
fo  kuskan pada impor daging. 
(diena.lestari@bisnis.co.id/martin.
sihombing@bisnis.co.id)
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Transisi Mesir: Masa transisi menuju de    mo -
krasi di Mesir masih memengaruhi pergerakan 
bur  sa saham dan harga minyak dunia. (Hal. 2)

Agunan petani: BI mempermudah agunan 
kredit ke sektor pertanian dan menyiapkan 
op  si seku  ri  tisasi aset untuk mendongkrak porsi 
pem  bia ya  an ke sektor tersebut. (Hal. 4)

Pertumbuhan multifinance: Aset industri 
pembiayaan 
sepanjang tahun 
lalu mencapai 
Rp230 triliun atau 
meningkat 31,8%. 
(Hal. 5)

Mobil irit BBM: 
Per saingan antar 
pa brikan kendara-
an bermotor pada 
tahun ini diyakini   
semakin meng  arah 
ke fak  tor irit kon -
sumsi ba  han bakar. 
(Hal. 9)
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NAVIGASI

Prediksi harga gula :Asosiasi Pedagang 
Gu  la dan Terigu Indonesia memperkirakan har -
ga free on board gula dunia dapat menembus 
US$830 per ton pada bulan ini. (Hal. f8)

Proyek tol Bawen-Solo: Pemerintah akan 
memberikan dukungan dana Rp1,9 triliun untuk 
proyek jalan tol Semarang—Solo khu  sus  nya 
ruas Bawen-So lo. (Hal. i1)

Pengaturan BBM:  Pertamina  menyatakan 
secara teknis BUMN migas tersebut telah siap 
melaksanakan peng aturan penggunaan bahan 
bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 April 
tahun ini. (Hal. i2)

Eceran: Rp5.900

E-MAIL:
redaksi@bisnis.co.id
iklan@bisnis.co.id
sirkulasi@bisnis.co.id

Kuota impor daging diubah
Importir klaim pembatasan bikin industri pengolahan krisis bahan baku

KURS TENGAH VALAS
11 Februari 2011 

EUR 12,137.76

▼ 98.09 (0.80%)
GBP 14,352.64

▼ 7.97 (0.06%)
HKD 1,146.36

▲ 0.46 (0.04%)
JPY (100) 10,713.24

▼ 99.33 (0.92%)

SGD 6,976.41

▼ 21.44 (0.31%)
USD 8,931.00

▲ 7.00 (0.08%)
AUD 8,936.88

▼ 62.33 (0.69%)
THB 289.70

▼ 0.62 (0.21%)
Kurs Bea Masuk 7–13  Februari  2011, Rp9.030,00/US$
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INDEKS SAHAM
11 Februari 2011 

IHSG 3,391.77

▲ 18.12 (0.54%)
BISNIS-27 294.82

▲ 3.07 (1.05%)
Hang Seng  22,828.92

▲ 120.30 (0.53%)
KLSE 1,494.52

▼ 9.47(0.63%)
*) Posisi 10 Februari 2011

Nikkei*) 10,605.65

▼ 12.18 (0.11%)
STI  3,077.27

▼ 26.12 (0.84%)
DJIA 12,273.26 

▲ 43.97 (0.36%)
FTSE 6,062.90 

▲ 42.89 (0.71%) 

Ketegasan dalam 
mengambil kepu-

tusan sesuai pertim-
bangan bisnis dan 
mekanisme pasar, 
tanpa kekhawatiran 
terhadap tekanan 
politik, merupakan 
faktor penting dalam 
keberhasilan IPO 
BUMN. (Hal. 11)

TAJUK

BI Rate naik, siapa untung dan rugi

Dewan Gubernur Bank 
Indonesia (BI) pada 4 
Februari lalu akhirnya 
me  naikkan BI Rate 

da  ri 6,5% menjadi 6,75%. Wa -
lau sebelumnya BI telah mem-
beri sinyal tentang kemungkinan 
per  ubahan ke  bijakan BI Rate itu, 
keputusan tersebut tetap saja 
me  ngejutkan. 

Penjelasan BI tentang kenaikan 
BI Rate ini merujuk pada in  flasi 
tinggi terutama bahan ma  kanan 
po  kok. Pasal 7 UU 3/2004 ten -
tang BI  mengamanatkan bank 
sen    tral untuk mencapai dan me -
melihara kestabilan nilai rupiah, 
yang diukur dengan ting  kat in -
flasi dan nilai tukar rupiah ter  ha -
dap mata uang asing. 

Walau UU BI menegaskan tang -
gung   jawabnya dalam  menjaga 
in  flasi, kenyataannya tidak semua 
fak  tor penyumbang inflasi mampu 
di  redam oleh BI. Oleh ka  rena itu, 
pada Pasal 10 Ayat 1 huruf a UU BI 
me  nyatakan BI ber  wenang mene -
tap    kan sasaran moneter dengan 
memperhatikan laju inflasi. Pen -
jelasan pasal ini menyatakan 
bahwa sasaran laju inflasi di  te  tap -

kan oleh pe  merintah dan ber -
koordinasi de  ngan BI. 

Tiap tahun penetapan target 
in  flasi dituangkan dalam UU 
APBN/P yang merupakan ke -
se  pakatan antara pemerintah 
dan DPR. Inflasi yang ditetap-
kan melalui undang-undang 
ini  lah yang menjadi kebijakan 

ne  gara dan sekaligus sebagai ru -
jukan pelaksanaan kebijakan 
ba  gi pemerintah dan juga BI da -
lam mengendalikan inflasi. 

Walau koordinasi Pemerintah 
dan BI dalam mengendalikan in -
flasi telah dibentuk Tim Pe  ngen -
dali Inflasi (TPI), bahkan kini 
di  kembangkan menjadi Tim Pe -
ngen  dali Inflasi Daerah (TPID), 
ter  nyata tidak pernah jelas dike-

ta    hui pola peran dan tanggung -
ja  wab antara pemerintah dan/
atau pemerintah daerah serta BI 
bila target inflasi yang  ditetap-
kan UU APBN/P gagal dicapai. 

Sebagai contoh, ketika inflasi 
2010 mencapai 6,96% padahal 
UU 2/2010 tentang APBN-P 2010 
me  netapkan target asumsi inflasi 
5,3%, pemerintah dan BI terke-
san melepas tanggung jawabnya.

 Inflasi dan BI Rate
Karena itu, penjelasan BI  bah-

 wa keputusan menaikkan BI 
Rate karena inflasi tinggi patut 
di  pertanyakan. Bila logika ini di -
terima, kegagalan BI (dan pe  me -
rin  tah) dalam mengemban tang -
gung jawab pengendalian in  flasi 

apakah layak diatasi de  ngan 
menaikkan BI Rate? 

Sampai berapa besar perbeda -
an tingkat inflasi dan BI Rate se -
hing  ga keputusan menaikkan-
nya telah mencapai momen 
yang tepat dalam suatu kondisi 
per    ekonomian? 

Kecuali BI mampu menjelas-
kan kenaikan BI Rate akan me -
nurunkan tingkat inflasi pada 
fa  se berikutnya, dengan prediksi 
transmisi kebijakan yang akurat, 
ke  naikan BI Rate mungkin dapat 
dipahami. Pengelolaan BI Rate 
se  lama 2011 wajib merujuk ke -
pada UU APBN 2011 yang mene-
tapkan SBI sebesar 6,5%. 

• Bersambung ke Hal. 2

MENUNDA PENERBITAN: Direktur Keuangan PT 
Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Saut Pardede mende -
ngar kan pertanyaan dalam sebuah acara di Jakarta, belum 
la  ma ini. BTN menunda penerbitan surat utang jangka 
menengah senilai Rp500 miliar.

• Tunda emisi Obligasi Hal. 4 

BISNIS/DEDI GUNAWAN

Sehubungan dengan libur Maulid Nabi 
Muhammad SAW, Bisnis Indonesia tidak terbit 
pada Selasa 15 Februari 2011. Pembaca te tap 

dapat mengikuti berita-berita lokal dan interna-
sional melalui situs www.bisnis.com. Harian ini 

kembali me  nemui pembaca pada Rabu, 
16 Februari 2011.

 
• Penerbit

TIDAK TERBIT
CATATAN
AWAL PEKAN

OLEH HARRY AZHAR AZIS
Wakil Ketua Komisi XI DPR 

BISNIS/MSB/ADI PURDIYANTOSumber: Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, Permentan No. 19/Permentan/OT.140/2/2010

Ketersediaan daging dan sumbernya (ton)

Kuota impor daging kerap berubah
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Produk domestik
Impor
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Sasaran
Meningkatnya populasi sapi potong menjadi 14,2 juta 
ekor pada 2014 dengan rata-rata pertumbuhan 12,48%.

Meningkatnya produksi daging dalam negeri sebesar 
420.300  ton pada 2014 atau meningkat 10,4% setiap 
tahunnya.

Bertambahnya penyerapan tenaga kerja sebagai 
dampak dari pertambahan populasi dan produksi 
ternak sebesar 76.000 orang/tahun.

Meningkatnya pendapatan peternak sapi potong 
minimal setara dengan UMR masing-masing provinsi.

Tercapaianya penurunan impor sapi dan daging sehingga 
hanya mencapai 10% dari kebutuhan konsumsi masyarakat.

Pemerintah menegaskan program swasembada daging sapi 2014 merupakan tugas seluruh lapisan 
masyarakat untuk mewujudkannya. Program swasembada daging ini memiliki nilai strategis guna mening-

katkan nutrisi pangan dan memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan.
Bukan hanya target swasembada yang berubah dari semula 2009 menjadi 2014. Revisi kuota kerap 

dilakukan pemerintah. Tahun lalu, misalnya, pemerintah menambah kuota impor daging untuk semester 
II/2010 guna mengantisipasi kebutuhan selama bulan puasa dan Lebaran. Berdasarkan perhitungan 

Kementerian Pertanian, kuota ditambah menjadi 22.000 ton dari sebelumnya 17.000 ton.
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Dana awal MIFEE Rp3 triliun

JAKARTA: Pemerintah memperhitungkan 
kebutuhan dana awal pengembang-
an Merauke Integrated Food & Energy 
Estate (MIFEE) sekitar Rp3 triliun yang 
diharapkan bersumber dari BUMN trans-
portasi dan infrastruktur. Investasi awal 
tersebut diyakini akan merangsang masuk-
nya modal swasta hingga Rp40 triliun.

Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri 
Pertanian, menuturkan cukup banyak peran 
perusahaan negara dalam pengembangan 
MIFEE, terutama dalam pengadaan infra-
struktur dasar dan membuka akses trans-
portasi (darat, laut, dan udara). 

Infrastruktur dasar yang dimaksudkan, 
a.l. pembangunan pelabuhan laut, jalan 
raya, dan pembangkit listrik. “Saya dulu 
pernah menghitung, paling tidak [kebutuh-
an anggaran] minimum untuk itu kira-kira 
antara Rp2,5 triliun-Rp3 triliun. Waktu itu 
kami perkirakan itu bisa mengembangkan 
250.000 hektare areal pertanian,” ujarnya 
di sela-sela Retreat BUMN di Istana Bogor, 
Jumat pekan lalu. (BISNIS /AGI)

Thailand buka bursa baru
BANGKOK: Otoritas Thailand akan mem-

perbolehkan transaksi bursa saham baru di 
negara itu untuk bersaing dengan Stock 
Exchange of Thailand (SET), bursa yang 
dikendalikan pemerintah setempat.

Langkah tersebut diharapkan dapat 
mengurangi biaya dalam pencarian modal 
untuk sejumlah perusahaan domestik. 
Thirachai Phuvanatnaranubala, Sekjen 
Securities and Exchange Commission 
(Bappepam  Thailand), mengungkapkan 
sebuah UU tengah dirancang untuk meng-
akhiri monopoli SET di transaksi saham dan 
derivatif.

“Akan ada kompetisi terbuka dalam 
meng operasikan bursa saham. Bursa-bursa 
yang baru akan memberi ruang bagi per-
usahaan untuk mencari dana dengan biaya 
yang mungkin lebih rendah,” katanya, akhir 
pekan lalu.

Sejumlah bursa baru yang masuk, kata-
nya, kemungkinan berspesialisasi pada 
sekuritas di industri tertentu atau perusa-
haan seperti Nasdaq Stock Market di 
Amerika Serikat. (BLOOMBERG/DEA)

Defisit dagang AS meningkat
WASHINGTON: Neraca perdagangan 

Amerika Serikat mencatatkan pelebaran 
defisit pada Desember 2010 akibat biaya 
impor minyak yang menanjak ke level ter-
tinggi dalam 2 tahun.  

Departemen Perdagangan AS menyebut-
kan defisit dagang naik 5,9% menjadi 
US$40,6 miliar. Untuk keseluruhan 2010, 
defisit melonjak 43% dengan nilai 
US$497,8 miliar. Lonjakan itu merupakan 
yang terbesar dalam 1 dekade seiring 
dengan pemulihan belanja konsumen, 
sehingga memicu rekor impor barang kon-
sumsi.

Namun, defisit perdagangn AS dengan 
China mengecil hingga US$20,7 miliar dari 
bulan sebelumnya US$25,6 miliar. 
Permintaan produk-produk AS dari Uni 
Eropa mengalami peningkatan ke level ter-
tinggi sejak Oktober 2008. (BLOOMBERG/DEA)

China matangkan akuisisi
BEIJING: Pemerintah China akan mem-

bentuk panel menteri untuk mengkaji ren-
cana akuisisi perusahaan asing terhadap 
perusahaan lokal.

Pengumuman yang dicantumkan di portal 
resmi State Council China menyebutkan 
panel antarkementerian itu akan dipimpin 
oleh National Development and Reform 
Commission (Bappenas China) dan diawasi 
oleh State Council.

“Panel akan mengawasi akuisisi terhadap 
perusahaan industri militer dan yang ber-
kaitan dengan pertahanan nasional. Akuisisi 
produsen produk pertanian, energi dan sum-
ber daya alam, infrastruktur dan industri 
jasa transportasi juga akan diamati,” tulis 
pengumuman itu, Sabtu. (BLOOMBERG/DEA)

DINAMIKA

Pasar tunggu transisi Mesir
Dunia galang bantuan ekonomi pascapergolakan

OLEH DEWI ASTUTI
Bisnis Indonesia

JAKARTA:  Masa tran-
sisi menuju demokrasi di 
Mesir dan dukungan rak-
yat terhadap sosok pre-
siden pengganti Hosni 

Mubarak menjadi faktor 
krusial yang masih 

memengaruhi pergerak-
an bursa saham dan 
harga minyak dunia.

Pascapengumuman pengun-
duran diri Mubarak pada Jumat, 
11 Februari, Bloomberg mencatat 
harga minyak mentah untuk 
pengiriman Maret melemah 
US$1,15 ke level US$85,58 per 
barel di New York Mercantile 
Exchange, posisi terendah sejak 
30 November.

Pasar saham juga bereaksi posi-
tif. Bursa saham Amerika Serikat 
mengalami rally  pada Jumat 
pekan lau dengan indeks Standard 
& Poor’s 500 meningkat sebesar 
0,6%. MSCI World Index me nguat 
0,2%. 

DFM General Index, indeks 
acuan bursa Dubai, terdorong 

naik 0,8%. Penguatan yang diala-
mi bursa Dubai tersebut merupa-
kan tertinggi sejak 7 Februari, 
hingga mencapai 1.611,51 pada 
Minggu, pukul 10.51 waktu Du -
bai. Bloomberg GCC 200 Index 
yang memantau saham negara-
negara Teluk juga naik 0,1%. 

“Dampaknya positif sejauh ke -
stabilan pemerintah Mesir bisa 
dipertahankan. Paling tidak ke -
khawatiran chaos tidak terjadi,” 
kata Bambang Brodjonegoro, Ke -
pala Badan Kebijakan Fiskal Ke -
menterian Keuangan RI, kepada 

Bisnis di Jakarta, kemarin.
Bambang memperkirakan har-

ga minyak akan cenderung me -
lemah jika transisi menuju de -
mokrasi di Mesir dapat berlang-
sung damai.

Mengacu pada data BP Plc, ka -
wasan Timur Tengah dan Afrika 
Utara menyumbang sekitar 36% 
produksi minyak dunia dan 
me nguasai 61% cadangan minyak 
yang telah ditemukan pada 2009. 

John Kilduff, mitra di Again 
Capital LLC, hedge fund energi di 
New York, mengatakan lengser nya 

Mubarak semestinya meng akhiri 
krisis di Mesir. Apalagi, kekhawa-
tiran utama mengenai keamanan 
kawasan yang memenga ruhi har-
ga minyak sudah mereda. 

Elisabeth Gruie, ekonom negara 
berkembang BNP Paribas SA di 
London, menilai mundurnya Mu -
barak hanya menghilangkan 
sejumlah ketidakpastian menge-
nai kebuntuan politik.

“Yang menjadi pertanyaan be -
sar adalah apa yang akan terjadi 
berikutnya dan berapa lama 
untuk membentuk pemerintahan 
yang stabil. Selain itu, apakah 
[pemerintahan baru] akan diakui 
dan didukung penduduk Mesir.”

Lelang surat utang
Pada akhir pekan lalu, Pe  me -

rintah Mesir mulai berani mele-
lang surat utang sebesar US$1,1 
miliar atau setara dengan 6,5 mili-
ar pound Mesir. Kementerian 
Keuangan negara itu akan men-
jual surat perbendaharaan negara 
bertenor 91 hari senilai 3 miliar 
pound Mesir dan 3,5 miliar pound 
Mesir untuk tenor 266 hari. 

Pada 10 Februari, dana 3,5 mili-
ar pound Mesir berhasil diserap 
dari lelang surat utang bertenor 
182 hari dengan imbal hasil ter-
tinggi dalam lebih dari 2 tahun. 

Imbal hasil pada surat utang ber -
denominasi dolar AS yang jatuh 
tempo pada 2020 turun 15 basis 
poin ke angka 6,35% pada 11 
Februari. 

Data CMA menunjukkan credit 
default swap (CDS) surat utang 
pemerintah negara itu merosot 16 
basis poin hingga menyentuh 322 
di London. Market Vectors Egypt 
Index ETF, exchange-traded fund 
yang memegang sejumlah saham 
Mesir meningkat 6,7% di New 
York pada Jumat, posisi tertinggi 
sejak 31 Ja  nuari.

Presiden AS Barack Obama 
pada Sabtu, 12 Februari berbicara 
dengan Perdana Menteri Inggris 
David Cameron, Raja Yordania 
Abdullah, dan Perdana Menteri 
Turki Recep Tayyip Erdogan, 
mengenai kemungkinan dukung-
an dana internasional untuk 
membantu ekonomi Mesir pasca-
pergolakan.

Menteri Keuangan Mesir Samir 
Radwan mengatakan ekonomi 
negaranya memerlukan paket sti-
mulus untuk membantu mencip-
takan lapangan kerja. Militer 
Mesir menjanjikan transisi menu-
ju demokrasi sesegera mungkin. 
(dewi.astuti@bisnis.co.id)

• KBRI pantau situasi Hal. 12

Artinya, kebijakan BI Rate sela-
ma 2011 tidak mungkin terus 
dinaikkan kecuali Dewan 
Gubernur BI bersedia dianggap 
tidak mampu memenuhi perin-
tah undang-undang. Bila nanti 
terjadi perubahan keputusan 
politik negara atas UU APBN 
2011 di mana DPR dan pemerin-
tah sepakat mengubah besaran 
SBI dalam asumsi makro ekono-
mi, pengelolaan BI Rate tetap 
harus merujuk kepada besaran 
perubahan itu.   

Ternyata hubungan tingkat 
inflasi dan BI Rate tidak pernah 
berlaku konsisten. BI tampaknya 
perlu menjelaskan seberapa besar 
peran tingkat inflasi bagi kepu-
tusan kebijakan BI Rate? Apakah 
ada faktor lain,  apa saja dan 
mengapa? Mungkinkah keputus-
an menaikkan BI Rate disebab-
kan oleh desakan pelaku ekono-
mi untuk mencapai kepentingan 
tertentu? 

Pada 2005, ketika inflasi begitu 
tinggi (17,1%), posisi BI Rate 
(12,75%) justru bersifat negatif 
terhadap inflasi. Ketika inflasi 
pada 2008 mencapai 11,1%, 
padahal target inflasi pada 
APBNP 2008 hanya 6,5%, BI 
Rate bertahan pada 9,5%. Hal 
yang menarik, pada tahun terse-
but suku bunga bank sentral 

beberapa negara justru menurun.
Namun BI malah menaikkan 

BI Rate dari 8,75% (Juni 2008) 
menjadi 9,5% (Oktober 2008) 
meski diturunkan lagi menjadi 
9,25% (Desember 2008). Ketika 
tingkat inflasi pada 2009 sangat 
rendah yaitu 2,78%, jauh melam-
paui target UU APBN-P 2009 
(4,5%) menurun dari UU APBN 
2009 (6,2%), BI Rate tetap berta-
han pada posisi 6,5%. 

Mengapa ketika tingkat inflasi 
rendah BI tidak menurunkan BI 
Rate? Kini, BI Rate dinaikkan 
menjadi 6,75% setelah inflasi 
Januari meningkat 7,02% ( year-
on-year). 

Siapa untung dan rugi?
Respons pemerintah yang sege-

ra menahan bank-bank BUMN 
agar tidak menaikkan suku 
bunga pinjaman patut dihargai. 
Berapa lama bank-bank BUMN 
mampu bertahan tidak menaik-
kan suku bunganya tetap men-
jadi pertanyaan. Dalam rapat 
dengar pendapat pada 7 Februari 
antara Komisi XI DPR dan direksi 
Bank BRI dijelaskan bahwa bank 
tersebut akan kehilangan net 
interest margin 0,11% bila tidak 
menaikkan tingkat suku bunga 
pinjamannya. 

Dengan tidak menaikkan suku 

bunga pinjaman, bank-bank 
BUMN tidak mungkin menaik-
kan suku bunga simpanannya 
kecuali bersedia mengurangi 
potensi laba. Seterusnya, akan 
terjadi perpindahan dana pihak 
ketiga (DPK) dari bank-bank 
BUMN ke bank swasta domestik 
dan asing bila bank-bank non-
BUMN menaikkan suku bunga 
simpanannya. 

Peluang migrasi DPK ternyata 
juga didukung oleh keputusan 
Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS) dengan menaikkan suku 
bunga penjaminan dari 7% men-
jadi 7,25% yang berlaku mulai 
15 Februari 2011.

Kenaikan BI Rate berpotensi 
memberatkan anggaran kebi-
jakan BI pada 2011 (Rp 45 tri-
liun) karena beban SBI bertam-
bah. Capital inflow  meningkat 
yang dalam jangka pendek tentu 
lebih menyentuh sektor portofo-
lio daripada sektor riil. Karena 
itu, koordinasi BI dan otoritas fis-
kal bukan sekadar menahan 
suku bunga bank-bank BUMN 
tetapi membuat capital inflow  
bertransformasi menjadi p royek 
pembangunan infrastruktur mau-
pun direct investment. 

Sisi supply bertambah, tingkat 
inflasi kembali turun, lapangan 
kerja baru tercipta sehingga 

angka pengangguran dan kemis-
kinan berkurang. Namun bila 
motifnya spekulasi, arus dana 
masuk itu akan bertahan di sek-
tor portofolio yang mendorong 
naiknya suku bunga dan yield. 

Biaya produksi dan transaksi 
melonjak, daya saing menurun, 
potensi supply mengecil, inflasi 
naik dan akhirnya pemutusan 
hubungan kerja tidak terelakkan. 
Angka pengangguran dan kemis-
kinan meningkat.

Agenda kebijakan
Hari ini, 14 Februari, Komisi XI 

DPR yang membidangi keuangan 
dan perbankan memanggil resmi 
Gubernur BI agar menjelaskan 
alasan kebijakan BI Rate, baik 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
perubahan maupun dampak 
perubahannya pada perekonomi-
an. 

Penjelasan kuat dan rasional 
akan mengurangi tekanan DPR 
atas kebijakan yang telah diam-
bil. Komisi XI DPR telah bebera-
pa kali mengingatkan BI agar 
mempertahankan BI Rate bila 
mungkin malah diturunkan. 
Diskusi substantif atas kebijakan 
BI Rate selayaknya tidak boleh 
lagi hanya dipahami dalam ruang 
rapat Dewan Gubernur BI. Ia 
harus menjadi wacana masyara-

kat umum yang tidak hanya 
menguntungkan para pemilik 
modal tetapi juga seharusnya 
memperbesar potensi pemba-
ngunan perekonomian nasional. 

Mereka yang mewakili kepen-
tingan pemilik modal tentu selalu 
berusaha menekan BI Rate naik 
atau minimal mempertahankan-
nya pada posisi tinggi walaupun 
kecenderungan suku bunga 
regional dan global menurun. 
Dengan begitu, cara memperoleh 
keuntungan dipermudah tanpa 
perlu meningkatkan value-added 
perekonomian, cukup dengan 
migrasi dana dari negara bersuku 
bunga rendah ke negara bersuku 
bunga tinggi, seperti Indonesia. 

Mereka yang prostrategi pem-
bangunan sustainable-welfare 
state melihat kebijakan BI Rate 
seharusnya mampu memperbe-
sar peluang terciptanya enterpre-
neurship, lebih-lebih pada sektor 
UMKM. Karena sektor inilah 
yang memiliki potensi besar 
yang bila dikembangkan dengan 
serius, mampu menurunkan 
angka pengangguran secara sig-
nifikan. 

Inilah tujuan negara ini diben-
tuk, semua kebijakan institusi 
negara harus mampu mencip-
takan sebesar-besarnya kemak-
muran rakyat.

OLEH AGUST SUPRIADI
Bisnis Indonesia

BANDUNG: Pemerintah 
berambisi perekonomian 
tahun ini bisa melaju di 
atas 7% lebih tinggi dari 
target APBN 2011 sebesar 
6,4%.  Selain itu, pertum-
buhan ekonomi juga di -
arahkan agar lebih ber-
kua li tas dan berkeadilan.

Hatta Rajasa, Menteri 
Koordinator bidang Per-
eko nomian, menuturkan 
ada sejumlah tantangan 
yang dihadapi pemerintah 
untuk menumbuhkan 
ekonomi Indonesia secara 
berkualitas dan berkeadil-
an, a.l. kesenjangan pem-
bangunan ekonomi antar-
wilayah, keterbatasan in -
frastruktur, dan dinamika 
global yang membuat 
ting ginya persaingan an -
tar  negara. 

Dia melanjutkan penye-
lesaian secara bisnis biasa 
tidak akan bisa mendo-
rong laju produk domestik 
regional bruto (PDRB) 
dan produk domestik bru-
to (PDB) nasional se  cara 
cepat, tetapi perlu pemba-
ngunan ekonomi berbasis 
kewilayahan sebagai so  lu-
sinya.

“Pada 2011 pertumbuh-
an ekonomi Indonesia su -
dah harus di atas 7%, ra -
ta-rata inflasi 4%-6%, 
tingkat pengangguran ha -
nya 5%-6%, tingkat ke -
mis kinan mencapai 
8%-10%, dan pendapatan 
per kapita mendekati 
US$5.000,” katanya.

Dia menuturkan hal itu 
pada ku  liah umum Pe -
luang dan Tantangan 
Ekonomi dan Geo-politik 
In  donesia di kampus In -
stitut Tek  no logi Bandung 
(ITB), Sabtu.

Dia menuturkan peme-
rintah menjadikan tahun 
ini sebagai awal pelaksa-
naan Visi Pengembangan 
Koridor Ekonomi In  do  ne-
sia 2011-2025 guna meng  -
hasilkan pusat-pusat per-
tumbuhan ekonomi baru. 

Enam koridor
Sedikitnya ada enam 

koridor ekonomi In  done-
sia yang akan dikembang-
kan, yakni koridor Su -
matra, Jawa, Kalimantan, 
Sulawesi, Bali-Nusa Teng-
gara, dan Papua-Maluku.

Apabila berhasil, dia 
berkeyakinan momentum 
pertumbuhan ekonomi 
tinggi akan terus terjaga 
dan puncaknya pada 2025 
dengan nominal PDB 
mencapai US$3,8 triliun-
US$4,5 triliun dari posisi 
saat ini sekitar US$800 
miliar. 

Proyeksi tersebut mem-
perhitungkan pula jumlah 
penduduk In  do nesia dan 
pendapatan per kapita 
pada 2025 yang akan 
mencapai US$12.900-
US$16.100.

“Akan tetapi, yang pa -
ling esensial bukan hanya 
angka makronya, tetapi 
juga kualitas dari pening-
katan ekonomi,” ujarnya.

Meski demikian, Men-
teri PPN/Kepala Bappenas 
Armida Salsiah Ali  sjah-
bana mengatakan peme-
rintah hingga kini belum 
memiliki rencana untuk 
merevisi sejumlah asumsi 
makro dalam APBN 2011. 

“Kami tetap 6,4%. Saya 
rasa setelah tiga bulan 
pro sedurnya, biasanya 
kalau defiasi plus minus 
10% baik inflasi, pertum-
buhan, dan lainnya,” 
katanya di Jakarta akhir 
pekan lalu. (ACHMAD ARIS)

Indonesia 
kejar laju
PDB 7%

BI Rate naik, siapa untung dan rugi (Sambungan dari Hal. 1)

KERJA SAMA 
PENDANAAN:
Chief Executive Officer 
WorldWide International 
Group John Lodato ( kanan) 
memperlihatkan cara peng-
isian aplikasi kredit didam-
pingi Presdir PT Permata 
Senayan Properti Abdus 
Saki di sela-sela  investor 
gathering di Jakarta, kema-
rin. Lembaga keuangan 
in  ternasional ini menawar-
kan pendanaan kepada 
pengusaha di kisaran 
Rp500 juta—Rp10 triliun 
dengan bunga 4% setahun. 

BISNIS/KELIK TARYONO

PERTUMBUHAN EKONOMI: Menko Perekonomian 
Hatta Rajasa ( kanan) menjawab sejumlah pertanyaan maha-
siswa dalam kuliah umum di Institut Teknologi Bandung, Jawa 

Barat, Sabtu. Dalam kesempatan tersebut Menko Perekonomian 
memberikan makalah tentang Inovasi dan pertumbuhan 
ekonomi di Tanah Air.

Sumber: Bloomberg
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